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PENETAPAN
Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:
Marhayana Binti Kadrin, NIK 6403034808700002, tempat dan tanggal
lahir Batu Batu, 08 Agustus 1970, umur 50, agama
Islam, pekerjaan Pamilik Naura Catering, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Jalan St. Aminuddin, Rt.009, No.27, Kelurahan
Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten
Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal

1 September 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor

108/Pdt.P/2020/PA.TR, tanggal 1 September 2020 dengan dalil-dalil

sebagai berikut :

1. Bahwa Marhayana binti Kadrin dengan A. Sartono bin Aji Suratman
adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27
Juni 1985 sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:
19/12/V1/1985, tertanggal 27 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan

Timur;
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2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan A. Sartono bin Aji Suratman
telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:

a. Edy Hariyanto binti A. Sartono, Sambaliung, 25 Juli 1987, umur 33
tahun 1 bulan,

b. Siti Hardianti binti A. Sartono, Sambaliung 28 Februari 1992,
umur 28 tahun 6 bulan,

c. Lasviyani binti A. Sartono, Sambaliung 25 Agustus 1993, umur 27
tahun,

d. Rosita Dewi binti A. Sartono, Berau 22 Februari 1996, umur 24
tahun 6 bulan,

e. Ade Saputra bin A. Sartono, Berau 31 Januari 2005, umur 15
tahun 7 bulan,

f.  Muhammad Syafri bin A. Sartono, Berau 31 Maret 2007, umur 13
tahun 5 bulan,

g. Naura Zafarani binti A. Sartono, Berau 02 Februari 2014, umur 6
tahun 6 bulan,

3. Bahwa A. Sartono bin Aji Suratman telah meninggal dunia pada
tanggal 09 Mei 2017 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor:
6403/KM-18052017/003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil
Kabupaten Berau;

4. Bahwa setelah A. Sartono bin Aji Suratman tersebut meninggal dunia,
anak-anak Almarhum yang bernama Ade Saputra bin A. Sartono,
Berau 31 Januari 2005, umur 15 tahun 7 bulan, Muhammad Syafri bin
A. Sartono, Berau 31 Maret 2007, umur 13 tahun 5 bulan, Naura
Zafarani binti A. Sartono, Berau 02 Februari 2014, umur 6 tahun 6
bulan (berada dibawah asuhan Pemohon sebagai Ibunya);

5. Bahwa tujuan permohonan perwalian anak ini adalah sebagai
persyaratan untuk anak Pemohon yang bernama Rosita Dewi binti A.
Sartono untuk mengajukan kredit di Bank dengan agunan berupa
sertifikat tanah dengan nomor 764 atas nama Sartono, oleh karena itu
Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi ketiga anak

Hal 2 dari 15 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Almarhum A. Sartono bin Aji Suratman yang bernama Ade
Saputra bin A. Sartono, Berau 31 Januari 2005, umur 15 tahun 7
bulan, Muhammad Syafri bin A. Sartono, Berau 31 Maret 2007, umur
13 tahun 5 bulan, Naura Zafarani binti A. Sartono, Berau 02 Februari
2014, umur 6 tahun 6 bulan, yang saat ini masih di bawah umur dan
belum cakap hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb berkenan membuka
persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan
penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon Marhayana binti Kadrin sebagai
wali dari ketiga anak Almarhum A. Sartono bin Aji Suratman yaitu Ade
Saputra bin A. Sartono, Berau 31 Januari 2005, umur 15 tahun 7
bulan, Muhammad Syafri bin A. Sartono, Berau 31 Maret 2007, umur
13 tahun 5 bulan, Naura Zafarani binti A. Sartono, Berau 02 Februari
2014, umur 6 tahun 6 bulan yang saat ini masih di bawah umur dan
belum cakap hukum:

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan
dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali penulisan nama
suami Pemohon pada posita angka 4, 5 dan petitium angka 2 yang tertulis
A. Suratman, yang benar adalah A. Sartono serta perubahan pada posita
angka 5 sehingga lengkapnya adalah 5. Bahwa tujuan permohonan
perwalian anak ini adalah sebagai persyaratan untuk anak Pemohon yang
bernama Rosita Dewi binti A. Sartono untuk mengajukan kredit di Bank
dengan agunan berupa sertifikat tanah dengan nomor 764 atas nama
Sartono, oleh karena itu Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai
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wali bagi ketiga anak dari Almarhum A. Sartono bin Aji Suratman yang

bernama Ade Saputra bin A. Sartono, Berau 31 Januari 2005, umur 15

tahun 7 bulan, Muhammad Syafri bin A. Sartono, Berau 31 Maret 2007,

umur 13 tahun 5 bulan, Naura Zafarani binti A. Sartono, Berau 02 Februari

2014, umur 6 tahun 6 bulan, yang saat ini masih di bawah umur dan

belum cakap hukum ;

Bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan
tambahan penjelasan, namun untuk meringkas uraian penetapan ini
cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya Pemohon
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat, yakni sebagai
berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK
6403034808700002, tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh
Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, bukti fotokopi surat
tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan
aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen,
kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Hariyanto, NIK
6403032507870003, tanggal 4 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh
Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, bukti fotokopi surat
tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan
aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen,
kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hardianti, NIK
6403036802920002, tanggal 6 September 2016, yang dikeluarkan oleh
Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, bukti fotokopi surat
tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan
aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen,
kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 4 dari 15 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasviyani, NIK
6403036608930002, tanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh
Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, bukti fotokopi surat
tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan
aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen,
kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosita Dewi, NIK
6403036202960001, tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh
Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, bukti fotokopi surat
tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan
aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen,
kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/12/V1/1985, tertanggal 27 Juli
1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, bukti fotokopi
surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan
aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen,
kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor
6403031805170001, tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau,
bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis,
dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan
telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama A. Sartono bin Aji Suratmana
Nomor : 6403-KM-18052017-0003, tanggal 18 Mei 2017 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kabupaten Berau, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh
Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai
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dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.8).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Saputra, Nomor :
2589/CS-IST/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Berau, bukti
fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan
dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-
nazzegelen, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syafri, Nomor:
6403-LT-13112013-0009, tanggal 7 Januari 2014, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten
Berau, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis,
dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan
telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

11.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naura Zafarani, Nomor:
6403-LT-07012016-0015, tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten
Berau, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis,
dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan
telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

12.Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Sartono, nomor 764, tanggal 5
April 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Berau, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh
Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai
dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.12).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:
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1. Eka Lestari binti Ilham, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Karang Mulyo
Rt. 13, Kelurahan Gunung Pajang, Kecamatan Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah
tetangga Pemohon;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama A.
Sartono, namun Suami Pemohon telah meninggal dunia pada
tanggal 9 Mei 2017;

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang
bernama A. Sartono telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu
Edy Hariyanto binti A. Sartono, Siti Hardianti binti A. Sartono,
Lasviyani binti A. Sartono, Rosita Dewi binti A. Sartono, Ade
Saputra bin A. Sartono, Muhammad Syafri bin A. Sartono dan
Naura Zafarani binti A. Sartono;

- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian
terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur
yaitu Ade Saputra bin A. Sartono, Muhammad Syafri bin A.
Sartono dan Naura Zafarani binti A. Sartono;

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini
adalah sebagai persyaratan untuk anak Pemohon yang bernama
Rosita Dewi binti A. Sartono untuk mengajukan kredit di Bank
dengan agunan berupa sertifikat tanah atas nama Sartono;

- Bahwa, tidak ada diantara anak-anak Pemohon yang keberatan
dengan rencana Pemohon untuk mengagunkan sertifikat tanah
atas nama Sartono tersebut;

- Bahwa, Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab dan
amanah terhadap hak-hak anak-anaknya;

2. Ansar MG bin Muh. Guntur, umur 25 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan
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Karang Mulyo Rt 13 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung
Redeb, Kabupaten Berau. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah
tetangga Pemohon;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama A.
Sartono, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2017;

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang
bernama A. Sartono telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu
Edy Hariyanto, Siti Hardianti, Lasviyani, Rosita Dewi, Ade Saputra,
Muhammad Syafri dan Naura Zafarani;

- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian
terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur
yaitu Ade Saputra bin A. Sartono, Muhammad Syafri bin A.
Sartono dan Naura Zafarani binti A. Sartono;

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini
adalah sebagai persyaratan untuk anak Pemohon yang keempat
yang bernama Rosita Dewi untuk mengajukan kredit di Bank
dengan agunan berupa sertifikat tanah atas nama Sartono;

- Bahwa, tidak ada diantara anak-anak Pemohon yang keberatan
dengan rencana Pemohon untuk mengagunkan sertifikat tanah
atas nama Sartono tersebut;

- Bahwa, Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab dan
amanah terhadap hak-hak anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalii permohonannya dan
memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan
penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian yang
merupakan perkara di bidang perkawinan sesuai ketentuan penjelasan
Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sehingga secara absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb
berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh karenanya Pengadilan Agama
Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah ibu
kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur, merupakan pihak
yang berkepentingan secara langsung dengan perkara ini, sehingga
Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan
perwalian ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon
agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih
berada di bawah umur yakni:

- Ade Saputra bin A. Sartono, Berau 31 Januari 2005, umur 15 tahun 7
bulan;

- Muhammad Syafri bin A. Sartono, Berau 31 Maret 2007, umur 13
tahun 5 bulan;

- Naura Zafarani binti A. Sartono, Berau 02 Februari 2014, umur 6
tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana
tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun untuk menentukan
apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum juga guna

memastikan hubungan Pemohon dan almarhum suami Pemohon dengan
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ketiga anak yang diajukan perwaliannya tersebut, maka kepada Pemohon
dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4,
P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta 2 (dua) orang saksi yang
masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan
persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,
P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 yang diajukan Pemohon, yang telah
bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopy dari
Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokan
dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan
Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal
285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima
di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah
mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan kedua saksi tersebut
bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri,
keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara,
maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima
sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalii dan alasan
permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308
dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7,
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas
nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokan dengan
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aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut saling
menguatkan dan mendukung antara yang satu dengan yang lain,
sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan
bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb,
sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb
berwenang memerikasa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan dua orang
saksi di persidangan ternyata bahwa Pemohon dan A. Sartono adalah suami
istri yang menikah pada tanggal 27 Juni 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan dua orang
saksi di persidangan terbukti bahwa A. Sartono telah meninggal dunia pada
tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9, P.10 dan P.11 serta
keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa ketiga anak Pemohon yaitu Ade
Saputra, Muhammad Syafri dan Naura Zafarani masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12, serta keterangan dua
orang saksi, terbukti bahwa sertifikat tanah yang akan digunakan sebagai
agunan di bank adalah atas nama Sartono;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penulisan nama almarhum
suami Pemohon yang dalam permohonan Pemohon tertulis A. Sartono,
sedangkan dalam Akta Kematian dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon
dan almarhum suami Pemohon tertulis Sartono, maka berdasarkan fakta
di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa A. Sartono dengan
Sartono adalah orang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan
Pemohon di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai
berikut :
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- Bahwa, Pemohon adalah istri dari almarhum A. Sartono bin Aji
Suratman;

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan almarhum A. Sartono bin Aji
Suratman dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang 3 (tiga) diantaranya
seorang anak yang masih belum dewasa yakni:

1. Ade Saputra bin A. Sartono, Berau 31 Januari 2005, umur 15 tahun

7 bulan;

2. Muhammad Syafri bin A. Sartono, Berau 31 Maret 2007, umur 13
tahun 5 bulan;

3. Naura Zafarani binti A. Sartono, Berau 02 Februari 2014, umur 6
tahun 6 bulan;

- Bahwa, suami Pemohon yang bernama A. Sartono bin Aji Suratman
telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2017, sehingga anak-anak
Pemohon yang belum dewasa tersebut sekarang berada dalam
asuhan Pemohon;

- Bahwa, selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut diasuh
dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab;

- Bahwa, Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab dan
amanah terhadap hak-hak anak-anaknya;

- Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini adalah untuk mengajukan
kredit di bank dengan agunan sertifikat atas nama Sartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka
hubungan hukum antara Pemohon dengan Ade Saputra, Muhammad
Syafri, Naura Zafarani adalah merupakan ibu kandung dari anak-anak
tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon
agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Ade
Saputra bin A. Sartono, Berau 31 Januari 2005, umur 15 tahun 7 bulan,
Muhammad Syafri bin A. Sartono, Berau 31 Maret 2007, umur 13 tahun 5
bulan, Naura Zafarani binti A. Sartono, Berau 02 Februari 2014, umur 6
tahun 6 bulan, sehingga dapat mewakili anak-anak Pemohon melakukan
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perbuatan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebgaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa anak
yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya
selama tidak dicabut kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut
mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, oleh
karena itu secara hukum Pemohon secara otomatis mempunyai
kekuasaan terhadap anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan
dapat pula mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam
maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun secara otomatis Pemohon
mempunyai kekuasaan terhadap Ade Saputra, Muhammad Syafri, Naura
Zafarani serta dapat pula mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum
baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun karena instansi yang
terkait dengan kepentingan penandatanganan segala bentuk transaksi
yang berkaitan dengan harta warisan, balik nama dan transaksi lainnya
memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama, maka majelis
hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebgaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2),
Pasal 107 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan
Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang
bernama Ade Saputra bin A. Sartono, Berau 31 Januari 2005, umur 15
tahun 7 bulan, Muhammad Syafri bin A. Sartono, Berau 31 Maret 2007,
umur 13 tahun 5 bulan, Naura Zafarani binti A. Sartono, Berau 02 Februari
2014, umur 6 tahun 6 bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon
yang bernama :
2.1. Ade Saputra bin A. Sartono, Tempat tanggal lahir, Berau 31
Januari 2005, umur 15 tahun 7 bulan;
2.2. Muhammad Syafri bin A. Sartono, Tempat tanggal lahir, Berau
31 Maret 2007, umur 13 tahun 5 bulan;
2.3. Naura Zafarani binti A. Sartono, Tempat tanggal lahir, Berau 02
Februari 2014, umur 6 tahun 6 bulan;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus
enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, oleh Achmad
Sya'rani, S.H.l., selaku Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., dan
Jafar Shodigq, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim  Anggota,
penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,
ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Dhimas Adhi Sulistyo, S.H. Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd

Dra. Marianah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp  6.000,00

Jumlah Rp 206.000,00

Terbilang : (dua ratus enam ribu rupiah).
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